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- Pada   hari   ini ,  Senin,  tanggal   dua   puluh   Mei   dua   ribu   dua   (20-05-2002).

- Berhadapan  dengan   saya , YOBANA  SAMIAL,  Sarjana  Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dengan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan BARATA WISNU WARDHANA, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga puluh satu July seribu sembilan ratus enam puluh dua        (31-07-1962), swasta, bertempat tinggal di Jalan Niaga Pratama I Blok M/10, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 20, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 10.5509.310762.0003, yang berlaku hingga tanggal tiga puluh satu July dua ribu empat        (31-07-2004), Warga Negara Indonesia.

· Untuk sementara berada di Jakarta.

2. Tuan  ANDI BUDIMANSYAH, lahir   di    Ujung     Pandang,   pada tanggal tiga   belas  Pebruari  seribu  sembilan   ratus   enam puluh lima (13-02-1965),  swasta,   bertempat    tinggal    di   Jalan   Teri  nomor  81,Rukun   Tetangga    001,  Rukun  Warga  008, Kelurahan Tanjung  Priok, Jakarta  Utara, pemegang  Kartu Tanda    Penduduk  nomor : 09.5103.130265.0215, yang  berlaku  hingga tanggal   tiga   Pebruari   belas   dua    ribu    dua   (13-02-2002),  Warga   Negara    Indonesia.

3.  Tuan   IRSAN BUDIANTO DARMAJI,  lahir   di   Surabaya,    pada tanggal  sembilan Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam (09-11-1966), swasta, bertempat tinggal di Simpruk Kavling D/5 , Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5305.091166.0241, yang berlaku  hingga   tanggal   sembilan     Nopember    dua   ribu  dua (09-11-2002), Warga Negara Indonesia.

4. Tuan EKO MARTANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal lima belas Maret seribu  sembilan ratus enam puluh delapan (15-03-1968), swasta,   bertempat   tinggal   di   Komplek    Perhubungan   Udara     Nomor  3 , Rukun   Tetangga  013, Rukun   Warga  009,  Kelurahan     Rawasari,  Kecamatan   Cempaka   Putih, Jakarta Pusat, pemegang Kartu   Tanda   Penduduk   Nomor  :  09.5005.150368.0419,   yang  berlaku    hingga    tangga   lima   belas    Maret   dua   ribu   enam   (15-03-2006),  Warga  Negara  Indonesia.

5. Nona UDURYNA, lahir di Jakarta, pada tanggal sembilan September     seribu    sembilan    ratus    tujuh    puluh     delapan (09-09-1978),  swasta,  bertempat  tinggal  di Jalan Sawo nomor  86, Rukun  Tetangga  006, Rukun  Warga 002,  Kelurahan Cipete Utara,  Kecamatan  Kebayoran   Baru, Jakarta   Selatan, pemegang   Kartu Tanda   Penduduk  nomor  :  09.5307.490978.0289,   yang  berlaku  hinga tanggal sembilan  September  dua  ribu  enam  (09-09-2006),    Warga Negara Indonesia.

6. Tuan HERU NUGROHO, lahir di Madiun, pada tanggal dua puluh Pebruari sembilan ratus enam puluh tiga (20-02-1963), swasta, bertempat tinggal di Jatinegara Kaum Utara, Rukun Tetanga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Jatinegara Kaum , Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5402.200263.0118, yang berlaku hingga tanggal dua puluh Pebruari dua ribu enam, Warga Negara Indonesia.

7. Tuan HUSAIN NASRUL ARIFIN, Bachelor of Engineering lahir di Jakarta, pada tanggal sembilan September seribu sembilan ratus lima puluh enam (09-09-1956), swasta, bertempat tinggal di Tebet Timur III C/6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang kartu Tanda Penduduk nomor : 9.5301.090956.0383, yang berlaku hingga tanggal sembilan September dua ribu enam (09-09-2006), Warga Negara Indonesia.

8. Tuan MICHAEL SANTOSO SUNGGIARDI, lahir di Bogor, pada tanggal tiga belas Maret seribu sembilan ratus  lima puluh sembilan, swasta, bertempat tinggal di Surya Kencana nomor 157, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kotamadya Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 10.5103.130359.002, yang berlaku hingga tanggal tiga belas Maret dua ribu dua, Warga Negara Indonesia.

· Untuk sementara berada di Jakarta.

9. Tuan EKO ADHI PRASETYO, lahir di Brebes, pada tanggal dua puluh     enam  Mei  seribu  sembilan ratus   tujuh   puluh   delapan  (26-05-1978), swasta, bertempat tinggal di Rasamala Utara IV/141, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Srondol  Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota  Semarang, pemegang  Kartu  Tanda Penduduk  nomor : 11.5011.260578.002, yang  berlaku hingga dua   puluh  enam  Mei  dua   ribu  enam  (26-05-2006),  Warga   Negara    Indonesia.

· Untuk sementara berada di Jakarta.

10. Tuan   AGUSTINUS  SUTANDAR,    lahir     di     Bandung,    pada       tanggal   empat   Agustus  seribu  sembilan  ratus  lima  puluh  tiga       (04-08-1953),     swasta,   bertempat    tinggal   di   Otista  III/45,       Rukun   Tetangga  001, Rukun   Warga   007,  Kelurahan   Cipinang    Cempedak,   Kecamatan    Jatinegara ,  Jakarta  Timur,  pemegang  Kartu   Tanda   Penduduk   nomor  :  09.5404.040853.0133,   yang   berlaku   hingga     tanggal     empat    Agustus    dua    ribu    tiga   (04-08-2003), Warga   Negara  Indonesia.

11. Tuan YOHANES LEONARDO BAMBANG SUMARYO HADI, lahir di      Yogyakarta, pada  tanggal  delapan  Oktober  seribu sembilan ratus       enam  puluh  (08-10-1960), swasta, bertempat  tinggal di Komplek       Siaga Utama Kaveling 15, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004,       Kelurahan   Pejaten   Barat,  Kecamatan   Pasar   Minggu,   Jakarta       Selatan,     pemegang     Kartu     Tanda     Penduduk     nomor    :    09.5304.081060.0398,   yang   berlaku   hingga   tanggal   delapan       Oktober dua ribu tiga  (08-10-2003),   Warga   Negara   Indonesia.

12. Tuan JOHN SIHAR, lahir  di   Bandung,   pada     tanggal   delapan       Pebruari  seribu  sembilan ratus  enam  puluh enam  (08-02-1966),       swasta, bertempat  tinggal  di  Komplek  Bulak  Rantai G.78, Rukun       Tetangga 002, Rukun Warga  005,  Kelurahan  Tengah, Kecamatan       Kramat  Jati, Jakarta  Timur,  pemegang  Kartu   Tanda   Penduduk       nomor  :  09.5405.080266.0293,  yang   berlaku   hingga   tanggal       delapan  Pebruari  dua   ribu   tiga  (08-02-2003),  Warga   Negara       Indonesia.

13. Nyonya    NINI MARYON CHATIB,   Sarjana   Hukum,  lahir    di      Payakumbuh,  pada  tanggal  tujuh  belas  Maret  seribu   sembilan       ratus   enam   puluh   dua  (17-03-1962),    pengacara,  bertempat       tinggal   di   Jalan  Delima   II/7/33,  Rukun  Tetangga 005,  Rukun       Warga   003,   Kelurahan   Malaka  Sari,  Kecamatan  Duren  Sawit,       Jakarta   Timur,   pemegang   Kartu   Tanda   Penduduk   nomor   :       09.5407.570362.7008,  yang  berlaku  hingga  tanggal  satu  Maret      dua   ribu    tujuh   (01-03-2007),   Warga   Negara   Indonesia.

14. Tuan  EDWARD PURWO,  lahir  di  Pekalongan,  pada  tanggal dua       January  seribu  sembilan ratus lima puluh sembilan  (02-01-1959)       swasta,   bertempat   tinggal   di   Jalan Kedasih I/B-1 Nomor CKB,       Rukun  Tetangga  025, Rukun Warga 010, Kelurahan Mekar  Mukti,       Kecamatan  Lemah  Abang,  Kabupaten  Daerah  Tingkat II Bekasi,       pemegang  Kartu  Tanda Penduduk nomor : 10.1208.020159.1004,       yang     berlaku   hingga   tanggal   dua   January   dua   ribu   lima       (02-01-2005),  Warga  Negara  Indonesia.

        - Untuk sementara berada di Jakarta.

· Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

· Para penghadap yang bertindak untuk diri sendiri sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan :

· Bahwa para penghadap adalah panitia pembentukan pendirian Asosiasi Wireless Local Area Network (LAN) Internet Akses Indonesia , selanjutnya disebut Asosiasi Wireless LAN Internet Akses Indonesia.

· Bahwa Panitia telah mengadakan rapat beberapa kali, bermusyawarah, bermufakat, memutuskan dan menetapkan untuk mendirikan Asosiasi Wireless LAN Internet Akses Indonesia dan menetapkan tanggal sepuluh November dua ribu satu (10-11-2001) sebagai tanggal pendirian Wireless LAN Internet Akses Indonesia.

· Bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, panitia telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama membuat anggaran dasar Asosia Wireless LAN Internet Akses Indonesia sebagaimana yang termuat dalam akta ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan Anggaran Dasar) sebagai berikut :

BAB I.

ORGANISASI

Pasal 1.

Nama, Bentuk dan Kedudukan

1. Organisasi   ini   bernama   Asosiasi   Wireless  LAN  Internet  Akses Indonesia , disingkat IndoWLI.

2. Organisasi ini berbentuk forum federatif yang  memiliki  anggota di seluruh wilayah Republik Indonesia.

3. Sekretariat  IndoWLI  di  tingkat  Nasional berkedudukan di Ibukota  Republik  Indonesia  dan  di  Tingkat  Daerah  di   Ibukota   Propinsi kecuali anggota di daerah menentukan lain. IndoWLI  didirikan  untuk  jangka   waktu   yang   tidak   ditentukan lamanya.

Pasal 2.

Asas, Sifat dan Tujuan
1. IndoWLI berasaskan Pancasila

2. Organisasi ini bersifat federatif dan merupakan  payung afiliasi  bagi asosiasi sejenis di Daerah.

3. Organisasi  ini  tidak   berpolitik   atau    terkait  dengan  organisasi  politik manapun.

4. IndoWLI   bertujuan   untuk   ikut   serta   melakukan   usaha   bagi terwujudnya  pengelolaan  sumber  daya frekuensi untuk keperluan komunikasi  data  secara  adil  dan   sesuai  ketentuan  teknis  yang berlaku  sebagai  bagian  dari  proses  transformasi  sosial   menuju tatanan  masyarakat   Indonesia   yang   berkemampuan  mengatur dirinya sendiri.

Pasal 3.

Kegiatan
Untuk mencapai tujuannya , IndoWLI melaksanakan kegiatan pokok yaitu melakukan  studi kebijakan , advokasi, serta mengembangkan kemampuan sumber daya organisasi.

BAB II.

KEANGGOTAAN

Pasal 4.

Status Keanggotaan
1. Anggota  IndoWLI  terdiri  dari  pengguna  dan  penyedia   Wireless  LAN,  baik   untuk   kepentingan   bisnis   maupun  pendidikan  atau   kesehatan.

2. Pengguna   dan   penyedia   untuk   kepentingan   bisnis terdiri dari  penyelenggara   jasa    internet,    warung    internet,   perusahaan- perusahaan dan pengguna dan penyedia  lain  yang  memanfaatkan  Wireless  LAN  untuk  kepentingan  bisnisnya.

3. Pengguna   untuk   kepentingan   pendidikan  terdiri  dari   lembaga  pendidikan,   sekolah,   universitas   dan   lembaga    nirlaba    yang memanfaatkan  Wireless  LAN  untuk  kepentingan  pendidikan.

4. Pengguna  untuk  kepentingan  kesehatan  terdiri  dari rumah sakit, pusat kesehatan dan  lembaga  lain  yang  memanfaatkan  Wireless LAN untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Pasal 5.

Syarat Keanggotaan

Anggota IndoWLI terdiri dari pengguna dan penyedia Wireless LAN yang mempunyai persyaratan sebagai berikut.

1. Memenuhi persyaratan administratif yang akan diatur kemudian.

2. Menyatakan kesediaan untuk menjadi anggota dengan hak dan kewajiban yang akan diatur kemudian.

Pasal 6.

Hak dan Kewajiban Anggota
1. Anggota memiliki hak bicara dan hak suara yang sama.

2. Anggota berhak memperoleh pelayanan informasi, bantuan teknis dan advokasi dari Sekretariat Jenderal.

3. Anggota yang dinyatakan melanggar Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga berhak mengajukan pembelaan baik secara lisan maupun tulisan di sidang-sidang yang dibentuk untuk keperluan tersebut.

4. Anggota berhak meminta laporan pertanggung jawaban keuangan dan pelaksanaan program pada forum yang ditunjuk untuk keperluan tersebut.

5. Anggota berkewajiban untuk melaksanakan keputusan-keputusan kelembagaan.

6. Anggota berkewajiban untuk membayar iuran yang jumlah dan peruntukannya ditentukan kemudian.

7. Anggota berkewajiban menghadiri dan atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan asosiasi.

Pasal 7.

Mekanisme  Penerimaan Anggota

1. Menyerahkan surat permohonan menjadi calon anggota.

2. Menyerahkan surat rekomendasi dari 2 (dua) lembaga anggota IndoWLI.

3. Menyerahkan profil lembaga kepada Sekretariat Jendral.

4. Setiap calon anggota melewati masa calon yang lamanya 1 (satu) tahun.

5. Asosiai Daerah bersama-sama Sekretariat Jendral melakukan verivikasi terhadap calon anggota.

6. Lembaga di Wilayah yang belum memiliki Asosiasi Daerah dapat mengajukan keanggotaannya pada Sekretariat Jendral.

Pasal 8.

Kehilangan Keangotaan
Anggota IndoWLI dapat dinyatakan kehilangan keanggotaannya apabila :

1. Anggota tersebut mengundurkan diri.

2. Anggota telah membubarkan lembaganya.

3. Musyawarah Nasional (Munas) menyatakan anggota tersebut telah melanggar Anggaran Dasar IndoWLI.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 9.

Sekretariat Jendral

1. Sekretariat  Jendral  adalah  lembaga yang melaksanakan kebijakan  organisasi, program kerja dan keuangan tingkat Nasional yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Nasional. Sekretariat Jendral  dipimpin  oleh  Sekretaris  Jendral  yang  dipilih langsung dalam Musyawarah Nasional.

2. Sekretaris  Jendral  dibantu  oleh  staf  harian  yang  diangkat   oleh  Dewan    Kebijakan    Nasional    dengan    memperhatikan    usulan  Sekretariat Jendral.

3. Struktur organisasi Sekretariat Jendral disesuaikan menurut kondisi  dan kebutuhan yang ada.

4. Masa Jabatan Sekretariat Jendral selama 2 (dua) tahun.

Pasal 10.

Tugas, Wewenang dan Hak Sekretariat Jendral
Tugas, wewenang dan Hak Sekretariat Jendral meliputi :

1. Membuat  rancangan  program  kerja  dan  anggaran  untuk jangka  waktu tertentu untuk diajukan  kepada  dan  disahkan  oleh  Dewan   Kebijakan Nasional.

2. Mengkoordinasikan  dan memfasilitasi pelaksanaan program tingkat  Nasional.

3. Mengkoordinasikan  penggalian  dan  untuk program-program yang  telah disepakati dalam Rapat Kerja Nasional.

4. Melakukan peran strategis IndoWLI dalam melakukan advokasi.

5. Memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas), Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan pertemuan-pertemuan IndoWLI tingkat Nasional.

6. Membuat laporan kegiatan dan keuangan tahunan untuk disahkan oleh Dewan Kebijakan Nasional.

7. Sekretariat Jendral berhak memveto keputusan Dewan Kebijakan Nasional yang tidak mencapai 2/3 (dua pertiga) suara anggota Dewan Kebijakan Nasional.

8. Mengangkat dan memberhentikan Pelaksana dan Staf Harian.

9. Bersama Dewan Kebijakan Nasional memfasilitasi pembentukan Asosiasi Daerah.

10. Memberikan laporan pertanggung jawaban kepada anggota dalam Musyawarah Nasional.

11. Merupakan representasi IndoWLI keluar dan kedalam jaringan nasional dan internasional.

Pasal 11.

Dewan Kebijakan Nasional
1. Dewan  Kebijakan  Nasional  adalah  kelembagaan yang merupakan representasi anggota yang dipilih dan disahkan dalam Musyawarah Nasional. 

2. Dewan  Kebijakan Nasional berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima)  orang , dan  sebanyak-banyaknya  7 (tujuh) orang, yang terdiri dari  seorang Ketua, seorang sekretaris dan 5 (lima) anggota.

3. Dewan Kebijakan Nasional mempunyai organ-organ yang berbentuk  komisi-komisi   atau  kelompok - kelompok   kerja   sesuai   dengan   kebutuhan  Asosiasi.

4. Masa  jabatan Dewan Kebijakan Nasional selama 2 (dua) tahun dan  dipilih kembali untuk satu periode berikkutnya.

Pasal 12.

Tugas dan Wewenang Dewan Kebijakan Nasional
Dewan Kebijakan Nasional memiliki tugas fungsi sebagai berikut:

1. Membahas, mempertimbangkan, mengesahkan rencana Program Kerja dan Anggaran yang diajukan oleh Sekretariat Jendral.

2. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh Sekretariat Jendral.

3. Mensahkan laporan pelaksanaan program dan keuangan tahunan Sekretariat Jendral.

4. Melakukan audit internal terhadap program kerja dan keuangan serta menunjuk auditor.

5. Bersama-sama dengan Sekretariat Jendral melakukan peran-peran strategis IndoWLI yang sifatnya umum, di tingkat Nasional dan Internasional.

6. Melaporkan hasil kerjanya kepada anggota di dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan mempertanggung jawabkannya di Musyawarah Nasional (Munas).

7. Melakukan rapat rutin dengan Sekretariat Jendral minimum 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 13.

Pergantian Antar Waktu Dewan Kebijakan Nasional
Apabila anggota Dewan Kebijakan Nasional berhalangan tetap, mengundurkan diri, tidak menjalankan fungsinya atau melanggar Anggaran Dasar sebelum habis masa baktinya, dilakukan pemilihan anggota Dewan Kebijakan Nasional baru dalam rapat Dewan Kebijakan Nasional setelah menerima usulan anggota melalui Asosiasi Daerah disahkan di dalam Musyawarah Nasional (Munas).

Pasal 14.

Komisi dan/ atau Kelompok Kerja

1. Komisi     dan/atau   Kelompok  Kerja  adalah   kelembagaan   yang  Merupakan penyangga kerja dari Dewan Kebijakan Nasional. 

2. Komisi  dan/atau  Kelompok  Kerja diangkat dan diberhentikan oleh  Dewan Kebijakan Nasional.

3. Komisi dan/atau Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Dewan   Kebijakan Nasional.

4. Komisi  dan/atau  Kelompok  Kerja  yang  harus  ada  dalam  setiap  periode  yaitu Komisi  Teknis, Komisi  Edukasi  dan Kegiatan, Komisi  Etika dan Advokasi, Komisi Organisasi, dan Komisi  Hubungan Antar  Lembaga. Masa  Jabatan  Komisi  dan/atau  Kelompok  Kerja  selama   2 (dua)  tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 15.

Tugas dan Wewenang Komisi dan/atau Kelompok Kerja
1. Melaksanakan  tugas yang diberikan oleh Dewan Kebijakan Nasional  sesuai acuan yang dihasilkan Musyawarah Nasional (Munas). 

2. Memberikan  rekomendasi kepada Dewan Kebijakan Nasional sesuai  dengan bidang kerja yang ditugaskan.

3. Memberikan laporan berkala kepada Dewan Kebijakan Nasional.

4. Komisi dan/atau Kelompok Kerja berhak mendapatkan informasi dari anggota sesuai tugas dan wewenangnya.

Pasal 16.

Asosiasi Daerah
1. Asosiasi    Daerah    adalah   kelembagaan    yang     melaksanakan 

Kebijaksanaan organisasi dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

2. Asosiasi  Daerah  sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris 

    dan Bendahara.

3. Bentuk,  susunan  dan  struktur  organisasi   serta mekanisme kerja 

    Sekretaris   Daerah   disusun   oleh   Dewan  Pengurus  Daerah  dan 

    ditetapkan dalam Musyawarah Daerah (Musyda).

4. Asosiasi Daerah dipimpin oleh Dewan Pengurus yang dipilih dalam Musyawarah Daerah.

5. Asosiasi Daerah bersifat otonom dan federatif terhadap IndoWLI.

6. Struktur dan mekanisme kerja Asosiasi Daerah diupayakan sama dengan eselon yang diatasnya.

Pasal 17.

Tugas dan Wewenang Dewan Pengurus Asosiasi Daerah

Tugas dan wewenang Dewan Pengurus Asosiasi Daerah meliputi :

1. Membuat rancangan program kerja dan anggaran untuk jangka waktu tertentu.

2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan program di tingkat daerah.

3. Mengkoordinasikan penggalian dana untuk program-program yang telah disepakati.

4. Melakukan peran strategi IndoWLI dalam melakukan advokasi.

5. Memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Daerah, Rapat Kerja dan pertemuan-pertemuan IndoWLI tingkat Daerah.

6. Membuat laporan kegiatan dan keuangan tahunan pada Musyawarah Daerah.

7. Mengangkat dan memberhentikan staf Asosiasi Daerah.

8. Memberhentikan laporan pertanggung jawaban kepada anggota dalam Musyawarah Daerah.

Pasal 18.

Pembentukan dan Pembubaran Asosiasi Daerah

1. Asosiasi Daerah dapat dibentuk atas usulan sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota di daerah yang belum memiliki Asosiasi Daerah.

2. Usulan pembentukan Asosiasi Daerah disampaikan kepada Sekretariat Jendral dan Dewan Kebijakan Nasional.

3. Pengesahan terbentuknya Sekretariat Daerah dilakukan melalui Musyawarah Daerah yang difasilitasi oleh Sekretariat Jendral bersama Dewan Kebijakan Nasional selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ada usulan pembentukan Asosiasi Daerah.


Asosiasi Daerah dapat dibekukan apabila :

1. Tidak mengadakan kegiatan advokasi selam 2 (dua) tahun berturut-turut.

2. Asosiasi Daerah dan anggotanya tidak mengikuti Musyawarah Daerah (Munas) dua kali berturut-turut tanpa pemberitahuan.

3. Pembekuan dilakukan melalui keputusan yang ditetapkan dalam Musyawarah Daerah (Munas).

4. Sekretariat Daerah dinyatakan bubar apabila seluruh anggota menyatakan mengundurkan diri atau hilangnya keanggotanya.

BAB IV

RAPAT – RAPAT

Pasal 19.

Rapat Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan dalam kelembagaan IndoWLI dilakukan melalui rapat-rapat yang terdiri dari :

1. Musyawarah Nasional (Munas).

2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

3. Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

4. Rapat Dewan Kebijaksanaan Nasional.

5. Rapat Sekretariat Jendral.

6. Musyawarah Daerah (Musyda).

7. Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musydalub).

8. Rapat Kerja Daerah (Rakerda).

9. Rapat Dewan Pengurus Asosiasi Daerah.

Pasal 20.

Musyawarah Nasional
Musyawarah Nasional (Munas) merupakan forum pengambilan keputusan yang dilaksanakan sekali dalam 3 (tiga) tahun untuk :

1. Menerima dan mensahkan pertanggung jawaban Sekretariat Jendral, Dewan Kebijakan Nasional termasuk Komisi dan/atau Kelompok Kerjanya.

2. Mengevaluasi kegiatan IndoWLI yang telah dilakukan oleh seluruh komponen IndoWLI selama 1 (satu) tahun periode.

3. Merumuskan strategi kebijakan dasar IndoWLI.

4. Menetapkan dan mensahkan Anggaran Dasar IndoWLI.

5. Memilih dan menetapkan Sekretariat Jendral dan Dewan kabijakan Nasional IndoWLI.

6. Peserta Musyawarah Nasional (Munas) terdiri dari utusan Anggota Sekretariat Jendral, Dewan Kebijakan Nasional, Dewan Pengurus Asosiasi Daerah.

7. Musyawarah Nasional (Munas) dianggap sah, bilamana dihadiri oleh anggota Musyawarah Daerah yang berasal sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah Asosiasi daerah yang ada.

8. Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) dianggap sah, jika disetujui oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir.

9. Sekretariat Jendral dan Dewan Kebijakan Nasional hanya mempunyai hak bicara.

10. Penetapan tempat, waktu dan panitia pelaksana ditentukan dalam Musyawarah Nasional (Munas) terakhir.

Pasal 21.

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) merupakan forum pengambilan keputusan yang diselenggarakan dalam hal terjadinya hal-hal yang luar biasa sehingga mengancam eksistensi IndoWLI.

2. Pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dapat dilakukan apabila diajukan oleh anggota Musyawarah Daerah yang berasal  sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah Asosiasi Daerah yang ada.

3. Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dibuat di dalam Rapat Dewan Kebijakan Nasional.

Pasal 22.

Rapat Kerja Nasional
Rapat Kerja Nasional merupakan forum pengambilan keputusan yang dilakukan satu tahun sekali untuk :

1. Melakukan kunsultasi Nasional antar komponen IndoWLI.

2. Mengevaluasi kegiatan-kegiatan IndoWLI yang telah dilaksanakan selama satu tahun.

3. Menetapkan waktu, tempat dan panitia pelaksana Musyawarah Nasional (Munas).

4. Menetapkan kriteria calon Sekretariat Jendral dan Kebijakan Nasional.

5. Peserta Rapat Kerja Nasional adalah Dewan Kebijakan Nasional, Sekretariat Jendral dan Dewan Pengurus Asosiasi Daerah.

6. Rapat Kerja Nasional dianggap sah, jika dihadiri oleh anggota Musyawarah Daerah yang berasal sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah Asosiasi Daerah yang ada.

7. Tempat dan waktu pelaksanaan Rapat Kerja Nasional ditentukan oleh Rapat Dewan Kebijakan Nasional dan Sekretariat Jendral berdasarkan usulan Asosiasi Daerah.

8. Keputusan Rapat Kerja Nasional dianggap sah jika disetujui oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir.

9. Penangggung jawab pelaksanaan Rapat Kerja Nasional adalah Sekretariat Jendral dan Dewan Kebijakan Nasional.

Pasal 23.

Rapat Dewan Kebijakan Nasional

Rapat Dewan Kebijakan Nasional merupakan forum pengambilan keputusan yang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun untuk :

1. Membahas dan mengesahkan usulan rancangan program dan anggaran 1 (satu) tahun yang diajukan oleh Sekreatriat Jendral.

2. Melakukan evaluasi hasil pemantauan dan pengawasan terhadap Sekretariat Jendral yang telah dilaksanakan oleh Dewan Kebijakan Nasional.

3. Rapat Dewan Kebijakan Nasional dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota Dewan Kebijakan Nasional.

4. Keputusan Rapat Dewan Kebijakan Nasional dianggap sah bilamana disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari anggota Dewan Kebijakan Nasional yang hadir.

Pasal 24.

Musyawarah Daerah
Musyawarah Daerah merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi IndoWLI Daerah yang dilaksanakan sekali dalam tiga tahun untuk :

1. Menerima dan mensahkan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Asosiasi Daerah.

2. Mengevaluasi kegiatan IndoWLI yang telah dilakukan oleh seluruh komponen IndoWLI tingkat daerah selam 1 (satu) periode.

3. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Asosiasi Daerah.

4. Penerimaan dan pemberhentian anggota.

5. Peserta Musyawarah Daerah terdiri dari anggota, Dewan Pengurus Asosiasi Daerah.

6. Musyawarah Daerah dianggap sah, bilamana dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari seluruh anggota Musyawarah Daerah.

7. Keputusan Musyawarah Daerah dianggap sah, jika disetuju oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir.

8. Dewan Pengurus Asosiasi Daerah hanya mempunyai hak bicara.

9. Penetapan tempat, waktu dan panitia pelaksana ditentukan dalam Musyawarah Daerah terakhir.

Pasal 25.

Musyawarah Daerah Luar Biasa
1. Keputusan Daerah Luar Biasa merupakan forum pengambilan keputusan yang diselenggarakan dalam hal terjadinya hal-hal yang luar biasa sehingga mengancam aksistensi IndoWLI.

2. Pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila diajukan oleh setengah ditambah satu dari seluruh anggota IndoWLI di daerah yang bersangkutan.

3. Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan Musyawarah Daerah Luar Biasa dibuat di dalam rapat anggota Asosiasi Daerah.

4. Tata cara yang disebut pada ayat 3 tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Pasal 26.

Rapat Kerja Daerah

Rapat Kerja Daerah merupakan forum pengambilan keputusan yang dilakukan satu tahun sekali untuk :

1. Melakukan konsultasi Daerah antar komponen IndoWLI di daerah.

2. Mengevaluasi kegiatan-kegiatan IndoWLI yang telah dilaksanakan selama satu tahun di tingkat Daerah.

3. Menetapkan waktu, tempat dan panitia pelaksana Musyawarah Daerah.

4. Menetapkan kriteria calon Dewan Pengurus Asosiasi Daerah.

5. Menerimaan dan pemberhentian anggota.

6. Peserta Rapat Kerja Daerah adalah Dewan Pengurus Asosiasi Daerah dan Anggota Daerah.

7. Rapat Kerja Daerah dianggap sah, jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari seluruh anggota Musyawarah Daerah.

8. Tempat dan waktu pelaksanaan Rapat Kerja Daerah ditentukan oleh Rapat Dewan Pengurus Asosiasi Daerah.

9. Keputusan Rapat Kerja Daerah dianggap sah jika disetujui oleh          suara terbanyak dari anggota yang hadir.

10. Penanggung  jawab  pelaksanaan rapat kerja daerah adalah Dewan

     Pengurus Asosiasi Daerah.

Pasal 27.

Rapat Dewan Pengurus Asosiasi Daerah
1. Rapat Dewan Asosiasi Daerah merupakan forum pengambilan keputusan yang diselenggarakan untuk menetapkan strategi pelaksanaan program dan keuangan serta sebagai sarana kontrol sesama Staf Asosiasi Daerah untuk segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

2. Tatacara dan mekanisme rapat Asosiasi Daerah ditetapkan secara tersendiri oleh Dewan Pengurus Asosiasi Daerah.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 28.

Sumber Dana IndoWLI

Sumber Dana IndoWLI diperoleh dari :

1. Iuran anggota.

2. Sumbangan masyarakat, swasta, atau lembaga dana lainnya baik nasional maupun internasional sepanjang tidak mengikat dan tidak bersumber dari kegiatan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.

3. Usaha-usaha lain yang legal dan tidak bertentangan dengan visi dan misi IndoWLI.

4. Tata cara pengelolaan iuran diatur oleh Asosiasi daerah dan Sekretariat Jendral.

BAB VI

ATURAN TAMBAHAN DAN PERALIHAN

Pasal 29.

Aturan Peralihan

1. Anggaran Dasar ini bersifat mengikat hingga terselenggaranya Musyawarah Nasional (Munas) I yang akan dilangsungkan selambat-lambatnya enam bulan sejak Asosiasi ini didirikan.

2. Hingga terselenggaranya Musyawarah Nasional (Munas), segala tugas, wewenang dan kewajiban Asosiasi dilakukan oleh sebuah badan yang bernama Dewan Pengurus Nasional yang dibentuk pada saat pendirian Asosiasi ini.

3. Dewan Pengurus Nasional berkewajiban menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I, menfasilitasi pembentukan Asosiasi Daerah dan melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kepentingan Asosiasi.

4. Untuk menjalankan tugasnya, Dewan Pengurus Nasional dibantu oleh Pelaksana Harian.

Pasal 30.

Pembubaran IndoWLI
IndoWLI dapat dibubarkan di dalam Masyarakat Nasional (Munas) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 31.

Perubahan Anggaran Dasar

1. Usulan perubahan Anggaran Dasar dapat dibawa ke Musyawarah Nasional (Munas) apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Musyawarah Nasional (Munas).

2. Perubahan Anggara Dasar dapat dilakukan di dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir di hadapan Musyawarah Nasional (Munas).

Pasal 32.

Kekayaan IndoWLI
1. Jika dibubarkan, maka segala bentuk kekayaan milik IndoWLI dilimpahkan kepada lembaga atau forum non profit yang sesuai dengan misi dan visi IndoWLI di Indonesia.

2. Penetapan lembaga penerima kekayaan milik IndoWLI dan perhitungan asset IndoWLI ditentukan oleh tim yang dibentuk oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang membahas tentang pembubaran IndoWLI.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 33.

Penutup.

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga.

2. Untuk pertama kalinya susunan Dewan Pengurus Nasional adalah sebagai berikut :

- Ketua


: Tuan BARATA WISNU WARDHANA  tersebut;

- Sekretaris

: Tuan ANDI BUDIMANSYAH  tersebut;

- Sekretaris I

: Tuan EKO MARTANTO  tersebut;

- Sekretaris II

: Nona UDURYNA  tersebut;

 - Bendahara

: Tuan IRSAN BUDIANTO DARMAJI tersebut;

 - Bendahara I

: Tuan EDWARD PURWO  tersebut;

 - Komisi-komisi Teknis
: Tuan YOHANES LEONARDO BAMBANG SUMARYO HADI  tersebut;

      - Organisasi

: Tuan JOHN SIHAR  tersebut;

- Etik & Advokasi
: - Nyonya NINI MARYON, Sarjana Hukum tersebut;  




  - Tuan HERU NUGROHO tersebut;

      - Kegiatan Edukasi
: - Tuan Insinyur MICHAEL SANTOSA SUNGGIARDI  tersebut;





  - Tuan AGUSTINUS SUTANDAR tersebut;

      Hubungan antar

      Lembaga                  : - Tuan HUSEIN NASRUL ARIFIN,Bachelor Of Engineering  tersebut;
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